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LATAR BELAKANG
Berjalannya proses keterbukaan informasi publikngyadiselenggaarakan oleh
pemerintah tentunya memiliki peranan penting tespakieterlibatan media massa yang turut
membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Tersedeagga akses informasi dan publikasi
dari pemerintah kepada masyarakat sangat dibutyéd@it proses demokrasi yang menjadi
hal utama dalam menelaah pemerintahan yang bailgatal governance
Kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maumsiadisasi dari kegiatan pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakateyeang masih memiliki beberapa
kendala. Permasalahan mengenai proses komunikési pemerintah dengan masyarakat,
seperti minimnya akses informasi kepada publik, jagikan pemerintah dan media massa
menjalin relasi/kerjasama yang nantinya akan ménj@tighubung antara pemerintah dan
masyarakat. Hal senada didukung oleh pernyataabdiaka & Rianto (2012) sebagai berikut:
“Harus diakui jika media massa memiliki kekuataashr mempengaruhi opini publik.
Melalui fungsi agenda setting, media massa mammyguieh peristiwa biasa menjadi
luar biasa penting bagi publik, dan memainkan begdiaperanan dalam masyarakat.
Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbpgajuru dunia digerakkan oleh
media massa®.
“Reformasi pemerintahan sebagaimana terjadi didndsia pada akhir tahun 90-an
yang lalu, menunjukkan bahwa tuntutan aktualis&siyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance) dari rakyat, oleh rakyat dantuk rakyat menjadi tidak
dikesampingkan lagi untuk menjadi perhatian utarha”.

Proses penyebaran informasi kepada masyarakat em&ngransparansi kegiatan,
maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalard Nd.14 Tahun 2008 mengenai

keterbukaan informasi publik. Menimbang bahwa imfasi merupakan kebutuhan pokok setiap

! Apriadi TamburakaAgenda Setting Media Masshakarta: Rajawali Press, 2012, HIm.7
2 Budi Rianto Aplikasi E-government Dalam Pelayanan PupbSkirabaya: PMN, 2012, HIm.32



orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungarakegsi, menyangkut hak asasi manusia
dalam memperoleh informasi, serta mewujudkan dimtipg di dalam aspek negara yang
demokratis’

Di satu sisi, koordinasi antar pemerintah daerahgdn media massa lokal tersebut
berjalan dengan baik dan disisi lain, kegiatan #imasi tersebut bisa jadi terhambat karena
kesalahan teknis maupun pemberitaan media masgpbgatebihan, serta banyaknya faktor-
faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal terselRraktik good governancejuga
mengisyaratkan adanya transparansi dalam prosegelpaggaraan pemerintahan secara
keseluruhanGovernancainilai baik atau buruk, antara lain ditentukaahounsur transparansi,
akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanags fpemerintahan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik pada era mefair di Pemerintah Daerah,
merupakan sorotan yang diarahkan kepada birokessepntah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Hal serupa, terjadi pada Prowi®, yang dalam implementasi
keterbukaan informasi publik, masih menuai kejarggabaik dalam distribusi informasi,
penyelenggaraan akses publikasi, hingga informaahgy terkadang masih ditutupi.
Permasalahan ini menjadi hal yang menarik untulaltils, karena Pemerintah Provinsi NTB
tergolong baru melaksanaan akses keterbukaan iagbpublik kepada masyakatnya.

Meminjam pendapat Rogers, era reformasi saat apaddikategorikan sebagai era
komunikasi interaktif(interactive communicatiohkomunikasi interaktif memiliki pengertian
bahwa media massa memilik peranan yang sangat telsan kehidupan, transfer pengetahuan
(transfer of knowledgejtansfer informasi, bahkan komunikasi dapat dilakuknedia massa.
Program yang diselenggarakan untuk menunjang keétadm informasi publik mengacu pada 3
(tiga) programe-governmentserta koordinasi dengan beberapa media massgraRre-
governmentyang disajikan adalaBms CentefVebsite Provinsi NTBE-ProcurementDengan

media massa lokal Lombok Post (Media Cetak)ldanbokita.confMediaOnline).

% UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informaisiik
* Anandya AbrarTeknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunika&gyakarta: Lesfi, 2003, HIm.17



Dari ke 4 (empat) pemamparan program keterbukafmmmasi publik di atas, dapat
disimpulkan bagaimana berjalannya aspek transpairgfiosmasi, publikasi, serta komunikasi
yang terjalin antara masyarakat dengan Pemerintatiri®i NTB, sesuai dengan UU No.14
Tahun 2008. Penelitian ini juga diharapkan mampmbantu beberapa kekurangan terhadap
permasalahan ketidakpuasan, ataupun persepsi rakay&TB terhadap pemerintah terhadap
pelayanan publik yang kurang maksimal serta mengapada faktoclean governmengang
diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 (dua) ini, akan dijelaskan beberapa-poin penting terkait pemaparan
aspek penunjang dalam membandingkan penelitian yditakukan, dengan penelitian
terdahulu. Ada 5 (lima) sub bab yang akan dijelaskaitu keterbukaan informasi publik,
konsepNetworking Governangeéreinventing Governmesebagaigrand teori, lalu penelitian
terdahulu sebagai pembanding, serta kerangkapekielitian

Definis Keterbukaan I nformasi Publik

Kegiatan penyelenggaraan asas transparansi irdgrnmaengenai publikasi, baik
kebijakan yang diambil oleh pemerintah, beritadaefingga informasi dari pihak Pemerintah
kepada masyarakatnya sudah tercantum sesuai desigaho.14 Tahun 2008 mengenai
implementasi keterbukaan informasi publik di Indsineyang berbunyi sebagai beriRut:

a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapatkses oleh setiap pengguna
informasi publik.

b. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh petiamohon informasi publik dengan
cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara lsadar

c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasiesuai dengan Undang-Undang,
kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan padmjeem tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada yaeskat serta setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup lasorRublik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukaayesabaliknya.

Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mah#s sejauh mana pemerintah
melaksanakan dan mengimplementasikan undang-urdiaatgs dapat terlaksana dengan baik,

sesuai dengan hak-hak masyarakat dalam mempendgnasi.

® Pasal 2 Bab Il Bagian Pertama UU No.14 Tahun 2068genai keterbukaan informasi publik



Konsep Networking Governance (Wayne R. Leach)
Networking governancalimaksudkan sebagai akses dari pemerintah daeaah d

kerjasama yang terjalin antar pemerintah daerahateberbagai pihak non pemerintah untuk
menyebarluaskan serta melancarkan beberapa kehijbleék informasi, publikasi, maupun
mengkomunikasikan kegiatannya kepada masyarakaangkan yang dimaksud pihalon
pemerintah dalam penelitian ini merupakan medissméxkal dan pihak swasta.

Media massa lokal dapat dimanfaatkan oleh penadrigtaerah, untuk melancarkan
implementasi program, melalui koordinasi yang terjadan nantinya akan dikonsumsi
masyarakat, melalui gaya penulisan dan bahasa rdadia massa tersebuletworking
governace termasuk dalam kriteriggood governancedan diharapkan mampu mengkaji
permasalahan mengenai jalinan relasi antara petalerilengan pihak media massa lokal.

Kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat pentimgk memahami persoalan
transparansi dan akuntabilitas interaksitworkindjaringan aktor dalangovernance Dalam
konsepnetworking governancdrust (kepercayaan) menjadi kunci daetwork sebagai kata
kunci governance Prinsip dari unsur pembentuk transparansi, ketedn dan akuntabilitas
aktor governancesangat terkait dengan kepercayaan yang diberikesyanakat, yang menjadi
tujuan dari terlaksananya konsep tersébui.

Aktor-Aktor Pembentuk Networking Governance’
PEMERINTAH

MEDIA MASSA MASYARAKAT
Sumber: Wayne R. Leach (2001)

® Hetifah J. Sumartolnovasi, Partisipasi, dan Good Governanckkarta: Yayasan Obor Indonesia,
2009, HIm.15

" Dedy HermawanTrustand NetworkGovernance:Transparan dan Akuntabel, Malang: Administrasi
Negara, 2008, him.2



Teori Reinventing Government (David Osborne)

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas pelayanablifu meningkatkan efisiensi,
transparansi, serta banyak manfaat positif lainmgka e-governmenti definisikan sebagai
sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organigpasnerintahan. ICT Iifformation and
Communication Technologgdalah sistem atau teknologi yang dapat meredakasan ruang
dan waktu untuk mengambil, memindahkan, mengasalisenyajikan, dan menyampaikan
informasi data menjadi sebuah informasi, sesuaga@emnnsue-government.

Menurut David Osborne (1992kinventing governmennerupakan salah satu upaya
dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, akurdits pemerintah dengan transformasi
teknologi informasi, komunikasi dan pelayanan kepashsyarakatpiblic servicg melalui
internet. Klasifikasi pelayanan lebih difokuskarp&ida pasar, persaingan serta program pilihan
pelanggan yang memungkinkan pelanggan bisa mepmititiuk atau jasa yang diingink&n.

Relas E-Government dalam Pelaksanaan K eter bukaan | nfor masi Publik

Citizen/Masyarakat

1

Pemerintah
BussinefSwasta - Provinsi NTB ‘ Instansi/SKPD

(melalui program
e-government

Sumber: David Osborne (1992)
Pembagian Variabel Reinventing Government

Teori Reinventing

Government Inovasi |
Y .. .
Indikat | Partisipas | | Variabe
naeator Rakyat anan

Reinventing »( Reiventing

. Government
Kemitraan |
L»| Transparans |—

Sumber: Diadaptasi dari David Osborne (1992

8 Asep Arifin, Pengaruh Reinventing Local Government dan E-govemrfierhadap Good Governance
Bandung: Unpad, 2011. HIm.6



K erangka Pikir Pendlitian®

Rumusan Permasalahah

A 4

\4

Efektifitas Rela_si
Penggunaan Progranp Pemerlntgh
Keterbukaan dan Media
Informasi Publil Mass:
v v
Reinventing Networking
Government Governance
(David Osborne:1992) (Wayne R.Leach:2001)
h A A4 Tipe Relasi
Media Sms Website e-government
Massa Center Provinsi
| | A\ 4 y
v G2G G2C G2B
Praktik Program
A 4 A y A4
Penilaian Efektifitas Pemerintah 2 Masyarakat Swasta
\4 y
VariabelReinventing Antar e-procurement
Government SKPD

A 4
Capaian Temuar

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

® Kerangka Pikir Penelitian menjelaskan hubungaarankedua rumusan masalah dari penelitian, yaitu
efektifitas yang dibaca dengan menggunakan teamventing governmerttan relasi pemerintah dengan
media massa lokal dengan menggunakan konsefvorking governangeyang nantinya akan
menghasilkan temuan yang merupakan jawaban atassammasalah yang ada.




a. Sms Center Provinsi NTB

Program pertama dalam pemampasgovernmentppada penelitian ini adalabms
center. Pada dasarnyssms centemerupakan program berbasis komunikasi 2 (dua), arah
dengan menggunakan perantara telepon seluler yenhgdisshort messageesan pende)
yang dikemukakan masyarakat kepada Gubernur, Eb&@KPD, dalam bentuk undandan.
Sms centeyang digagasleh Gubernur NTB, secara resmi diluncurkan padarBDesember
Tahun 2008, dan menjadi prograygovernmenpertama yang digagas dalam jabatan periode
pertama Gubernur NTB, bekerjasama dengan Bagiaekketariatan dan PDE Setda NTB.

Alur Sms Center Provinsi NTB

Sms dari Masyarakat Kesekretariatan dam PDE
v v v
Media Cetak : Website Provinsi Sms Ke Nomor
Lombok Post NTB : Tujuan Langsung|
ntbprov.go.id

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

b. Website Provinsi NTB

Programe-governmenkedua adalah website Provinsi NTB, yang dapatséisknelalui
media internet. Websitetbprov.go.idini secara resmi dilucurkan sesuai dengan SK Guiber
NTB No. 62 Tahun 2009 mengenai penerapagovernmenfrovinsi NTB!? Secara garis
besar, website yang dikelola langsung oleh BagiagseKretariatan dan PDE yang
bekerjasama dengan Sub Bagian Pemberitaan dan KamuSetda Provinsi NTB sebagai
pembuat berita website ini yaitu memberikan inf@nk@pada masyarakat pengguna internet,
untuk dapat mengetahui berita berita terbaru, maugecara, ataupun permasalahan yang

sedang dihadapi oleh SKPD di Provinsi NTB.

1% progranmsms centeini menggunakaserver sms gatewajan aplikasPHP (Hypertext Preprocessor)

1 Sms centeantar SKPD dimaksudkan sebagai cara dari pembritavinsi NTB untuk menyebarkan
undangan antar SKPD lain dalam lingkup Provinsi NEBperti undangan rapat, pertemuan dengan
Gubernur, Sekda, hingga undangan peringatan hsar béur nasional, upacara, dsb.

12 Website Pemerintah Provinsi NTB merupakan webgietama yang dicetuskan oleh Sekretariat
Daerah Provinsi NTB dan dibawah pengawasan PPIBublkominfo Provinsi NTB, yang merupakan
program inovasi dari Bagian Kesekretariatan dan Ridfana berita-berita dan informasi dapat diakses
dengan mudah melalgadget dan informasi/berita dippdatesetiap hari.



Website Provins NTB

Mendagr - Brnas Hame Sabar .
Mensos Al Gelar Baksos di K058 ..
Ao ket
Core Evers Bau Mysle
akifian Merngiat, Cuung Songrang Stsms Wesped ..
Echerja Cepat don Tepst ..
Bkt b FOM O Tabun 20I0_
Pantsl Fink Asdi Kewassn Poiwisata Soooarsm
Terjarm T BT A s Tept Wekin
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= Bapk NTE Drhinhd Fenubn | Tobnin Modal m
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Ayo He Lombok dan Sumbawa..

= Wiosadbor Cits-Cin Lubesr

Sumberntbprov.go.id2014)

c. E-Procurement Provinsi NTB

Selainsms centedan website Provinsi NTB, progragagovernmenyang menjadikan
relasi antara pihak swasta dan pemerintah dapglineadalah programe-procurement.
Program e-procurementmerupakan sistem pengadaan produk barang dan desgan
menggunakan media elektronikn{ine), dengan tujuan lebih efisien serta efektif, ataup
mengurangi penggunaan tenaga kerjadalam pros&snya.

Bagan 4.2 Proses E-Procurement Pemerintah Provins NTB

Website LPSE Mendaftar sebagai Log-in sebagai
PemprovNTB [~~~ > penyedia L---» penyedia barang
barang/jasa dan jasa
: . v
Jika terjadi kesepakatar , Memposting Membaca symral
akan diadakan ._|&----| produk barang/jasge---{ dan ketentuan dari
perteprr;l:]?;rgj rlllqraé] pihaK dalam Web Pemprov NTB

Sumber: Data di Olah (2014)

13 Dikutip dari laman webhttp://Ikpp.co.id/fpada Tanggal 09/05/2014 Pukul 22.46 WIB



Website L PSE E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB

= Horme | = Tertano Kai Ariya 5 el Site Map | = Komtal Karod
Pencarian
Kategor | Semus * | [vi=s arie lslang ot T — E
Pengadaan Barang L
Mo Jasa Konsultansi Badan Usaha lama Lelang Agency Tahap HPsS
3 Kot ltan P
i Jasa :i‘znazi"'m”r';t'mf:"a"ga” uLp Provinsi Pengumuman Prakualifikasi 74,95 jt
Pengum 5 NTB Downioad Ciokumen
Kategofs wualifikasi
Jenis Lelang ¢ e-Seleksi Sederhana
Metode : Prakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran
2 PENGADAAN FORMULIR DAN SATMPUL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESTIDEN 2014 Komisi Pemilihan Pengumuman 1,18 M
Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Umurn Prow. Pascakualifikasi
Kategori : Pengadaan Barang NTB Demblerlan Perjslasan
Jenis Lelang : =-Lelang Sederhana Eadoad Dot
Pengadaan
Metode : Pascokualifikasi Satu File - Sistem Gugur
3 Pembangunan Konstruksi Jalan Boulevard RSUP NTB ULP  Provinsi Pengumuman 1,61 M
Pengumuman - Pessrta - Hargs Penawaran NTE Pascakualifikas
Kategori : Pekerjoan Konstruksi Download Dokurmen
Jenis Lelang ¢ e-Lelang Pemilhan Langsung M
Metode 1 Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
4 PENGAWASAN REMOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN RS] PROVINSI NTE ULP  Provinsi Pengumuman Prakuslifikasi 174,99 5t
Pengumuman - Peserta NTE ovenioad Dokumen
Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha Kuslifikasi
Jenis Lelang ¢ e-Seleksi Sederhana
Metode : Prakuslificasi Sabu File - Pagu Anggaran
5 Paket IX Pembangunan Sumur Bor I i jadi P dukcsi di tem ULP Provinsi Download Dokumen 325,233t
Lombok Tengah NTB F'e"\gadann
Pengumuman - Peserta - Harga Penswaran Pengumuran
Kategori 1 Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi
il sl S !

Sumberipse.ntbprov.go.id
d. Lombokita.com

Lombokita.commerupakan media massa lokal pertama di Provinsi N/EBg
kemunculannya berupa medialine (dengan menggunakan media internet) secara utarh, d
menyebarkan berita-berita mengenai Provinsi NTBgdanakses yang sudah terbilang cukup
mudah untuk saat iniLombokita.condidirikan terhitung dari Tanggal 18 November 2013,
bekerjasama dengan pihak Pemprov NTB juga tentumgmiliki akses untuk mempermudah
masyarakat yang mengunjungi laman website terdebuaman website Provinsi NTB yaitu
dengan disediakanngpaceuntuk membuka langsung website Provinsi NTB.

Website Lombokita. com

& LOMBOKITA

vwarga Tolak Pembangunan PLTD Tanjung Karang

@ 25 Femnus 20T O 22 renmesiy 201
Aiarga Tolak Pembangunan PLTD Penerimaan DBHCHT di Bank untuk
Tanjung Karang.. Hindari Pemoctengan

| LOMBOKit - Setelah berksiikal

Sumber: Lombokita.coif2014)



e. Lombok Post

Koran Lombok Post Edisi 22 Februari 2014 Keberadaan Lombok Post dibawah

- Lombok Post W_,:H-! naungan Jawa Post Group, menjadikan media

l=-'-'--_:'- Jaksa ke ! cetak ini sebagai mitra dari pemerintah Provinsi

!

— NTB secara langsung. Dapat dicontohkan dalam
YSKTALLIRR RACAOAGA
r‘ii;l GOALY

£l IJL,_;-_:” = Nl menyalurkan kegiatag-governmensmscenter

Pemerintah Provinsi NTB, Lombok Post

DIPERINSA KPK, ANAS SAKITGIG) | Hionorer HBoleh
i teke ria Lagi

sl | = ?‘ . =0 didaulat sebagai media yang menyalurkan
< B
jawaban langsung dari Gubernur NTB kepada

ﬁ‘ég_ﬁ ) it penggunasms centeryang diposting langsung

= -15!-'. 5 __—Hm“ IE setiap hari senin di Koran Lombok Post, dalam

bentuk Gubernur NTB Menjawab.

Bentuk Relas dan Proses K erjasama Pemerintah dan Media Massa L okal dalam Proses
Publikas dan Informasi

Intensitas Kunjungan ke Bag.Humas
Media Massa Bentuk Relasi dan Protokol Setda NTB melalui
Forum Wartawan Pemprov NTB

» Sebagai mitra dalam meneruskan
informasi dari Bagian Humas dan

melalui  media  cetak,  daNhsetiap hari dan melihat isu yang terdapat
kepemilikan sebagian saham dari

pihak Pemperintah Provinsi NT
kepada Lombok Post.
* Sebagai mitra dan pers yang aktif
dalam menjembatani beberapa
_ peliputan informasi serta kegiatanvemiliki satu orang pers untuk waji
Lombokita.com dari Pemerintah Provinsi NTBgtand-bysetiap harinya
melalui mediaonline serta saha
dari media ini murni dimiliki ole
Gubernur NTB.

Lombok Post

(=2

Sumber : Wawancara dengan Informan (2014)

ProsesKerjasama

a. Lombok PostPertama,Proses kerjasama berbentuk disediakarspgcékolom untuk
program sms centerGubernur NTB disebelah pojok kanan atas dari mesiak
tersebut?® Kedua, dengan terbentuknya FWP, beberapa wartawan slémtukar

4 Muhtar HaboddinGubernur NTB Menjawallogjakarta: IGI, 2012, HIm.5



informasi/data mengenai beberapa berita terkagaimya: meminta foto acara terkait
kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustak&etiga, beberapa media cetak
terkait (termasuk Lombok Post) memberikan langgakaran kepada Pemerintah
Provinsi NTB, melalui Sub Bagian Pemberitaan damiuoikasi.

b. Lombokita.com: Pertama,proses kerjasama tersebut berbentuk disediakannya
spacékolom untuk sub domain website resmi Provinsi NTdalam website
Lombokita.comersebut disebelah kanan. Hal ini dimaksudkan agempermudah para
pengunjung websité.ombokita.comuntuk senantiasa mengunjungi website Provinsi
NTB." Kedua,terkait dengan media cet8killetin NTBBerSaingyang setiap bulannya
diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokol mel&8ub Bagian Pemberitaan dan
Komunikasi,Lombokita.commenjadi partner sebagai media massa yang mergmbitk
dan mencetak bulletin tersebut setiap bularifiya.

Capaian Tipe Relas Pemerintah, Media Massa L okal dan Masyar akat

* G2B (Government to Bussines)

Government to bussingalam penelitian ini dimaksudkan sebagai PemériRtavinsi
NTB menggunakan prakti&-governmentintuk bekerjasama dan menijalin relasi dengan unsur
bisnis atau melakukan penempatan saham. Namun arsiais tersebut merupakan kepada para
pemegang saham, maupun perusahaan, juga pada piblalksi swasta mewujudkan program
kerja dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dgeng

a. Adanya saham yang dimiliki oleh Sekretariat Dadpabvinsi NTB melalui Kepala
Biro Ekonomi dan Asisten Il Sekertaris Daerah SeRdavinsi NTB, kepada PT.
Suara Nusa Media Pratama/media cetak (Lombok Post).

b. Programe-procurementyang disajikan oleh Bagian Kesekretariatan PDEatlap
membantu pihak swasta untuk bekerjasama dalam mdraggkan proses
pembangunan seperti Infrastruktur baik produk araaupun jasa melalui website
LPSE.

c. Terkait mediaonline Lombokita.comyang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh
Gubenur NTB sendiri, menjadikan media ini sebagatneymitra bisnis antara
media dengan Pemerintah Provinsi NTB.

* G2C (Government to Citizen)

Government to citizemlimaksudkan sebagai jalinan relasi antara pihakéepiatah
Provinsi NTB dengan masyarakat, melalui progexgovernmenyang diciptakan Pemerintah
Provinsi NTB dalam mempengaruhi beberapa kebijakam proses komunikasi antar kedua

belah pihak. Tipe relasi ini juga memiliki penjedasalasan sebagai berikut:

13| jhat http://lombokita.com/

'8 Wawancara dengan Agung (Bagian Manajeinembokita.compada Tanggal 24/01/2014 Pukul 14.00
WITA

" Wawancara dengan Alfian Yusni (Pimpinan Redaksinbhok Post) pada Tanggal 20/02/2014
Pukul.15.00 WITA



a. Sesuai dengan Pergub NTB No0.20 Tahun 2008, teggdeanya prograne-
governmenfsms centedan website) pada akhir Tahun 2008 lalu, yang kisnndkan
sebagai perantara antara pemerintah untuk memjafinunikasi dan pendistribusian
informasi kepada masyarakét.

b. Beberapa aspek kelembagaan yang terkandung da2&hini, menjadikan beberapa
Dinas seperti: PPID dan Inspektorat Provinsi NTBhjadi lembaga pengawas dari
berjalannya programe-governmentdari Setda Provinsi NTB terkait beberapa
penyelewengan informasi baiknis centedan website) untuk dilaporkan kepada
Dinas tersebut.

c. Terkait dengan konsemetworking governancedari Wayne R.Leach dalam
penelitian ini yang mengacu kepada 3 (tiga) aspeknerintah, media massa, dan
masyarakat, peneliti menggunakan un$ap-Downdan Bottom-Upsebagai relasi
pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kppatkxintah.

* G2G (Government to Government)

Government to governmedimaksudkan untuk menelaah relasi antar pemeridiah
Provinsi NTB melalui progranme-governmentG2G juga dimaksudkan agar memperlancar
hubungan antar pemerintah daerah maupun kepadaip&heyusat. Analisis rela€2G pada
penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

a. Sms centedibentuk bukan hanya untuk menerima sms masukpdae masyarakat
kepada pemerintah, melainkan fungisis centelainnya adalah menyebarkan undangan
kepada Dinas/SKPD lainnya di Provinsi NTB mengeatra, hingga undangan rapat
dari Gubernur.

b. Hubungan yang terjalin antara Bagian Humas daroRobGetda Provinsi NTB dengan
PPID Dishubkominfo NTB mengenai pengimplementagiahlikasi akses informasi,
dan pengawasan menjadikan relasi antar Dinas deyjalin dan terkoordinasi secara
baik.

c. Prosessms centeisejatinya tidak hanya melibatkan pihak Humas deotoRol serta
Kesekretariatan dan PDE saja, melainkan prosesbigrbisa disebarluaskaforivard
menurut isi dari sms yang masuk kepada Dinas/SK#y persangkutan. Hal tersebut
menjadikan relasi yang terjalin serta aspek komasiilantar pemerintahan di Provinsi
NTB dapat berjalan.

Membaca K eterbukaan Informas Publik dalam Relevansinya Terhadap Beberapa Aspek
Pendukung

Dalam membahas mengenai keterbukaan informasi ikpulgiroses informasi,
komunikasi, maupun akuntabilitas yang selalu dipkda kepada pemerintah tidak semerta
hanya membahas hal-hal tersebut. Proses hukummyangantumkan UU No.14 Tahun 2008 di

dalam hal ini tentunya tidak boleh dikesampingkam dijadikan pegangan semata. Urgensi

8 SOP Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Kikasi Setda Provinsi NTB



dari perkembangan undang undang tersebut sangaiagian oleh pemerintah untuk meraih
kesuksesan yakni terwujudngaod governancdanclean governmerit.

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan menjelaskan kaitan antara asstalari perangkat-perangkat
kelembagaan yang membantu menopang keberhasilalenmaptasi keterbukaan informasi
publik. Kelembagaan yang dimaksud juga beberapalsSidhg memiliki kepentingan untuk
mengurusi kegiatan keterbukaan informasi publikdbut. Lembaga yang dimaksud dalam hal
ini merupakan:

PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)

Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daa@hirRi NTB
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah PsoNmB
Sub Bagian Santel dan LPSE Sekretariat Daerahri&id\irB
Inspektorat Provinsi NTB

Komisi Informasi Provinsi NTB

Serta beberapa SKPD lain yang terlibat dalam prizsesbut.

No ok whpE

b. Aspek Substantif

Kedua aspek dalam menjelaskan penelitian ini, muedkan keterbukaan informasi
publik kepada beberapa relevansi dari impelemerktagiatan yang ada di Provinsi NTB
dengan faktor yang membantu meneliti terselenggardketerbukaan informasi publik di
Provinsi NTB. Adapun beberapa alasan dalam penggurmmogram tersebut diharuskan
mengukur keefektifan program untuk memancing madgdr dalam merespon informasi
sebagai berikut®

1. Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dari masy@arsédrhadap programe-
governmentyang diselenggarakan Setda Provinsi NTB terkaitukakgan serta
penyempurnaan akses informasi kepada masyarakat.

2. MenjembataniDemaocratic Governmentlalam menyikapi proses demokratisasi dari
aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

3. Terkait Open Governmeng@tau pemerintahan yang terbuka dan transparans$ik pub
program pemerintah dituntut untuk menjadi akseg @ik, dalam menyelenggarakan
dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

19 Clean governmendimaksudkan sebagai perwujudan sistematis amfacal governanceitau yang
kerap disebut pemerintahan yang baik dengan petakan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dalam
hal ini adalah berdasarkan beberapa unsur darirtkétgan informasi publik sepertbppenes,
transparencydanaccountabilityserta akses demokrasi yang terselenggara.

20 Khotibul Islam,Informasi Publik: Anda Berhak Tatlataram: LSBH NTB, 2010. HIm.7



4. Menyelaraskan UU keterbukaan informasi publik dengeandat dari konsititusi UUD
1945, Pasal 28 F yang diharapkan untuk mampu mesnialokr gelap informasi publik
yang selama ini ditutupi oleh pemerintah.

5. Memperjelas dan memudahkan akses informasi kepaayamakat dengan cepat,
mudah, sederhana, serta mudah dijangkau oleh daataregan masyarakat NTB.

6. Memancing partisipasi masyarakat dan desakan yaagtkrhadap percepatan proses
pembangunan daerah (terutama Provinsi NTB) ke dadapek yang mengalami
kekurangan, seperti: Perekonomian, Pertanian,dsb.

Program Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi I nformasi

Program-program dari beberapa media massa di rmgrsipakan program yang

diunggulkan untuk mengimplementasikan kegiatanrketean informasi publik di Provinsi

NTB dan tentunya sesuai dengan gaya, serta kud#askarakteristik media massa tersebut.

Beberapa proses dari media massa lokal denganapnaggovernmentnengenai relasi antar

kedua belah pihak dalam unsugtworking governangedalam unsur pembentuk keterbukaan

informasi publik yaituoppenes, accountabilifantransparencysebagai berikut:

Program Relasi E-Government dan M edia M assa L okal dalam Unsur Pendukung K onsep

Networking Governance

Unsur

Program E-Government

Media Massa L okal

Oppenes
(Keterbukaan)

* Sms centerdiciptakan bertujuan untu

memfasilitasi komunikasi ants
pemerintah dengan masyarakat. Tentu
jawaban/ balasan dari program ini kepa
pengguna dapat diharelangsung kepad
masyarakat lainnya, dengan 3 (tiga) c3
balasan langsung, website, dan Lomk
Post yang mengarah pada unsppenes.

Melalui informasi jadwal kegiatal
gubernur (kepala daerah), kegiatan Se
maupun SKPD di Provinsi NTB, hingg
kebijakan yang di tampung dalam ber
onlinewebsite.

ke Lombok Post memiliki
r sama dengan sms center yaitu
nyamengekspose jawaban dari SKP
idaGubernur yang dicantumkan dalg
a koran yang diterbitkan setiap hd
ira:senin.

relasi yang

domain website Provinsi NTB d

tdamasyarakat untuk lebih dekat deng

a pemerintah dengan mempermudaht

ita dengan satu
kali Klik.

Transparency
(Transparansi)

Dengan sms center, masyarakat
langsung menanyakan (oF:
mengkonfirmasi mengenai program ke
yang sedang dilakukan oleh SKH
maupun Gubernur.

Mengenai Program Kerja Pemerint
Provinsi NTB mengenai Pembangun
Masjid IC di NTB, masyaraka
menemukan transparansi pemasukan
pengeluaran keuangan dari pembiya

bisa * Lombok Posyang menjalin kemitraa

an dengan Bagian Kesekretariatan d
fa PDE bekerjasama dengan ung
D transparansi mengenai  posting
jawabansms centedi media tersebu
dan tersedianyapacebagi Pemerintal]

AN sesuatu.

* Lombokita.com
darherita terkait transparansi melal
i@Njejaring sosial, yang memudahki

mempublikasikan

ok Lombokita.com mencantumkan sup

n  dalam link tersebut guna membantu

ah Provinsi NTB untuk mempublikasikan

D/
m
Ari

an
nya

h
an
pur
an
t

AN

pada laman website Provinsi NTB.

masyarakat mengunjungi web merek

L




e Masyarakat bebas untuk meminta Karena Pemerintah Provinsi NTB
konfirmasi dan menanyakan sesuatu sertamemiliki saham padd.ombok Post
krittkan menganai tanggung jawab media tersebut dituntu untuk memiliki

Gubernur/ Kepala SKPD terkait, jika nilai tanggung jawab terhadap

. terjadi penyimpangan/ kekeliruan dalam penjembatanan publikasi dari

Accountability pelaksanaan pemerintahan melalsins| Pemerintah Provinsi NTB kepada
(TJa;ngg)ng center. masyarakat.

« Unsur acountability yang terdapat padas Kepemilikan Lombokita.com secard
website adalah fitur layanan publik yang utuh dimiliki oleh Gubernur NTB
mendasari pertanggung jawaban mengenatentunya media ini dituntut untuk
informasi dari pelayan publik SKPD profesional dalam  menjembatani
Provinsi NTB. proses publikasi kepada masyaraka?’

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Faktor Demokratisass Dalam Membaca Pencapaian Koordinas E-Government dan
Media Massa L okal
Argumen tersebut juga diperkuat dengan UU No.3Zhufa 2004 mengenai

pemerintahan daerah yang berbunyimetaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daer@htimana pernyataan tersebut dalam keterbukaan

informasi publik.

Faktor Pendorong Demokrasi dalam Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Program E-Government Media Massa L okal

« Sms centermembuktikan program tersebute Lombokita.com sama seperti halnya Website
menjadi program yang selalu memiliki Provinsi NTB vyaitu membaca berita harian
“pelanggan” dalam implementasinya mengenai online, namun kelebihannya adalah berita
proses demokrasi di Provinsi NTB. Hal terseputtersebut bisa dishare di media sosial, dan
terbukti dengan terus meningkatnya persentasenemiliki fitur blog warga sebagai pendorong
pengguna setiap tahunnya dari masyarakat yangemokrasi. yang berisi berita, informasi,
menggunakan program tersebut. pendapat, saran, maupun kritikan dari masyarakat

» Website Provinsi NTBmenyediakan posting yang diposting secara gratis.
komentar (melalui beritanline ntbprov.go.id | « Lombok Postmenjadi satu-satunya medizon
dan e-mail langsung yang ditujukan kepada elektronik (cetak harian) yang dapat dianaligis
SKPD terkait guna menyampaikan komentar, programnya dengan faktor demokrasi melalui
pertanyaan, pendapat yang merupakanfitur Opini dan Public Serives Fitur yang
perjalanan dari faktor demokrasi di Provinsi dimaksud adalah memposting beberapa opini dari
NTB. masyarakat, serta bantuan dari Lombok Rost

untuk menyikapi permasalahan pelayanan publik.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

2l Dalam Bab IV Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004, menigésas Penyelenggaraan Pemerintahan,
dijelaskan pula beberapa asas yang termasuk dalasegood governancean unsur pembentuk dari
networking governancegaitu: Asas Akuntabilitas, dan Asas Keterbukaamsiy Demokrasi juga terdapat
pada Pasal 22 mengembangkan kehidupan demokrasimeayediakan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak;



PENUTUP

Hasil Capaian dalam sub bab ini dimaksudkan, untekjelaskan apa saja yang telah
dicapai dari beberapa pembahasan bab-bab yanly tilelaskan diatas, terhitung dari
penulisan proposal penelitian, pelaksanaan pearglitingga dalam proses penulisan penelitian
ini dilaksanakan.

Capaian Relas Pemerintah dan Media Massa L okal

Pertama, dari relasi yang terjalin antara Pemerintah ProviN§B antar SKPD
menjadikan informasi mengenai berita, kebijakamgba himbauan/ pengumuman dari
pemerintah bisa diawaskKedua,yakni berjalannya asas dargovernment2B, G2CdanG2G
menandakan berhasilnya relasi yang dijalin pemanikepada media, serta pemerintah kepada
pemerintah lainnyaKetiga, dengan terbentuknya forum wartawan pemprov memnmybsim
akses dari pers media massa, untuk memperolelmagotangsung dari pihak Pemprov NTB.

Capaian Efektifitas Program K eter bukaan I nformasi Publik

Pertama, efektifitas dijadikan wadah untuk menilai persepsasyarakat terhadap
perkembangan keterbukaan informasi publik di PsiviNTB. Kedua, efektifitas dijadikan
sebagai modal utama dalam mengimplementasikan gprdsenokrasi dalam keterbukaan
informasi  publik. Ketiga, adalah penilaian efektifitas program ini dijadikesebagai
implementasi dari transparansi, keterbukaan, daggtang jawab pemerintah kepada masyakat,
khusunya dalam menunjaggod governancdi Provinsi NTB.

Rekomendasi Efektifitas Program K eter bukaan Informas Publik

Pertama, peneliti mengharapkan media massa lokal tersebbailsnya melakukan
evaluasi hingga pantauan secantern terhadap efektifitas program- yang disajikan dan
kepuasan masyarakatedua, sesuai dengan UU No0.32 Tahun 2002 mengenai lembaga
penyiaran publik, perlu diciptakannya program unggwangreal dan khusus dari Pemerintah
Provinsi NTB kepada media lokal, yang secara lamgsuarasumber didatangkan dari pihak
Pemprov NTBKetiga, berkaca dari medieombokita.conyang mempromosikan dan memiliki

jejaring sosial sendiri dalam mengundang masyartaMatk mengunjungi website mereka.



Rekomendasi Relas Pemerintah dengan Media M assa L okal

Pertama,seiring dengan adanya unsur partisipasi rakyatndahdikator efektifitas di
atas, khusus mediaombokita.comdan Lombok Post, disarankan untuk membuat program
khusus dalam bentuk kolom komentar bagi masyanakatk berpendapat, komentar, dalam
menganailisis kinerja pemerintakedua,dari aspek kelembagaan yang telah terjalin, tem@tuny
diharapkan koordinasi yang terjalin antara bebetap#baga seperti PPID, Beberapa bagian
dari Setda Provinsi NTB, dan media massa lokalylustling mengawasi dan mengantisipasi
kelemahan dari proses implementasi program ketadruknformasi publik.Ketiga, yaitu
meningkatkan intensitas relasi yang terjalin anpiinak pemerintah dengan media massa lokal,
maupun antar media massa lokal lainnya.

Rekomendasi K epada M asyar akat

Pertama, yakni berinisiatif melakukan tindakan memonitorirjau mengontrol
terhadap pengawasan berlakunya UU keterbukaarmrmairpublik di daerah, sebagai bentuk
dari salah satu wujud dari proses partisipd&dua, yaitu membangun kesadaran akan
kepemilikan hak-hak masyarakat terhadap implementas keterbukaan informasi publik
untuk sekiranya mendapatkan informasi, berita, dingublikasi terhadap kegiatan Pemerintah.
Ketiga,tanggap terhadap beberapa informasi yang beralfiaisia, ataupun tidak sesuai dengan
SOP (Standart Operating Procedure)maupun kejanggalan-kejanggalan dalam proses
kepemimpinan pemerintaharKeempat, menjadikan namanformasi sebagai nama yang
dibutuhkan dalam pengawasan terhadap kinerja petabri
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